
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Open
 
Kewajiban pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi dan akibat
hukumnya terhadap status badan hukum perseroan terbatas yang
dibubarkan = Requirement on notification of liquidation end-process
result and the legal consequences towards dissolved limited liability
company legal entity status
Zelika Anggar Kusuma, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20308287&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai kendala yang dihadapi Perseroan Terbatas (PT) dalam melakukan

pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (Menteri) secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Persoalan ini

terjadi karena pada saat Notaris memasukkan data untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu pemberitahuan kepada Menteri perihal

hasil akhir likuidasi, ternyata data PT di basis data SABH telah dihapus. Sehingga dalam pelaksanaannya

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT yang berisi hasil akhir proses likuidasi dan

pelunasan serta pembebasan kepada likuidator tidak dapat diberitahukan kepada Menteri melalui SABH.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tesis ini mengkaji mengenai apa sifat hukum

(legal nature) dari kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara

elektronik melalui SABH dan apakah dengan tidak dapat disampaikannya pemberitahuan hasil akhir proses

likuidasi kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH,

memiliki akibat hukum terhadap status badan hukum PT yang dibubarkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sifat hukum (legal nature) dari

kewajiban likuidator memberitahukan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri secara elektronik melalui

SABH adalah administratif karena proses pemberitahuan kepada Menteri secara elektronik melalui SABH

bukan merupakan satu-satunya cara bagi likuidator untuk memberitahukan hasil akhir proses likuidasi

kepada Menteri. Likuidator dapat melakukan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri

secara manual. Apabila likuidator tidak dapat menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi

kepada Menteri secara elektronik karena data PT tidak ada lagi dalam basis data elektronik SABH, maka

akibat hukumnya adalah status badan hukum PT yang dibubarkan tetap ada. Dengan demikian, sepanjang

likuidator PT belum menyampaikan pemberitahuan hasil akhir proses likuidasi kepada Menteri, status badan

hukum PT belum hilang, karena Menteri baru akan mencatat berakhirnya status badan hukum PT dan

menghapus nama PT dari daftar perseroan, setelah likuidator memberitahukan kepada Menteri dan

mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar. Tindakan pemberitahuan hasil akhir proses

Likuidasi kepada Menteri tersebut dilakukan setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan (release

and discharge) atau setelah Pengadilan Negeri menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya,

atau setelah hakim pengawas menerima pertanggungjawaban kurator yang ditunjuknya.

<hr><i>This thesis discuss about complicacy faced by Limited Liability Company (LLC) in announcing the

result of liquidation process to the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia (Ministry)

electronically through Legal Entity Administration System (LEAS). This problem happens at the time of the

Notary input the data to fulfill Article 152 paragraph (3) Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability
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Company, which is the announcement to the Ministry on the end-result of the liquidation, evidently LLC

data in the LEAS database has been erased. Thus in practice Minutes of Extraordinary General Meeting of

Shareholders (GMS) of LLC which hold the end-process result of liquidation and release and discharge of

the liquidator can not be informed to the Ministry through LEAS.

By using normative juridical research method, this thesis evaluate on whether the legal nature of liquidator

obligation to inform the liquidation endprocess result to the Ministry electronically through LEAS and

whether by the unconveyed of liquidation process result to the Ministry electronically because LLC data no

longer exist in the LEAS electronic database, have legal consequence towards dissolved LLC legal entity

status.

Based on the analysis performed, thus can be concluded that legal nature of liquidator responsibility to

notify the liquidation process to Ministry electronically through LEAS is administratif because the

notification process to the Ministry electronically through LEAS is not the only way for the liquidator to

notify liquidation process result to the Ministry. Liquidator can inform the liquidation process result to the

Ministry manually. If the liquidator can not notify the liquidation process result to the Ministry

electronically because LLC is not exist in the electronic database LEAS, thus the legal consequence of the

dissolved LLC legal entity status still exist. Thus, as long LLC liquidator has not notify the liquidation end-

process to the Ministry, the LLC legal entity status has not dissapeared, because the Ministry will then

record the expirery of LLC legal entity status and erase LLC name from the company registry, after

liquidator inform Ministry and announce the liquidation process result on the newspaper. The act of

notification of liquidation process result to the Ministry conducted after the GMS grant release and

discharge or after the District Court accept the responsibility of the appointed liquidator, or after the

superintendent judge accept the responsibility of the appointed curator.</i>


